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This research was aimed to prove empirically the effect of the budget target 
clarity, the accounting control, the public accounting implementation, the laws 
and regulations obedience, and the reporting system on the performance 
accountability of OPD in Bandar Lampung. The sampling technique used in 
this research was the purposive sampling. A number of samples used in this 
research were 93 respondents (employees who handled finances at OPD). The 
data analysis technique used in this research was the structural equal model 
analysis. The data analysis technique used in this research was the PLS 
program. The result of this research showed that the budget target clarity, the 
public accounting implementation, the laws and regulation obedience, and 
reporting systems had a significant and positive effect on the performance 
accountability of government agencies; moreover, the accounting control did 
not have a significant and positive effect on the performance accountability. 
 
Key word:  Budget Target Clarity, Accounting Control, Public Accounting 
Implementation, Laws Regulations Obedience, Reporting 
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1. Latar Belakang 
 
Hasil kerja organisasi perangkat daerah yang telah dicapai, dapat diketahui 
melalui informasi akuntabilitas kinerja masing-masing organisasi perangkat 
daerah tersebut. Informasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah karena 
berdasarkan informasi yang ada, pemerintah akan mempunyai bahan dalam 
pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen 
dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi 
menurut Santoso (2008) dalam Cefrida dkk (2014).  
 
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-
individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya 
publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang 
menyangkut pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk kegiatan 
pengawasan terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan  publik. 
 
Akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah 
penerapan akuntansi publik, kualitas peraturan perundangan serta ketaatan 
pada peraturan perundangan itu sendiri, kualitas laporan keuangan 
(Pamungkas, 2012), standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan 
keuangan (Jannaini, 2013), kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi 
dan sistem pelaporan  (Herawaty, 2011),  kompetensi aparatur pemerintah 
daerah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan. (Zirman dkk, 
2010), dan banyak hal lainnya.  
  
Penelitian ini merupakan replikasi sekaligus pengembangan dari penelitian 
Cefrida, dkk (2014) tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, 
Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Ketaatan 
Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Kota Pekanbaru. Cefrida, dkk (2014) menunjukkan bahwa 
kejelasan sasaran anggaran yang diterapkan pada instansi pemerintah kota 
Pekanbaru memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. 
Sedangkan Pengujian pengaruh variabel pengendalian akuntansi, penerapan 
akuntasi sektor publik, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap 
variabel akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi, 
Penerapan Akuntasi Sektor Publik, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Kota Pekanbaru.  
 
Penelitian ini menambahkan variabel sistem pelaporan yang terdapat pada 
penelitian Herawaty (2011) yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran 
Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap  
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hasil 
penelitian memperlihatkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian 
akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 
kinerja. Selain itu penelitian ini juga menambahkan variabel ketaatan pada 
peraturan perundangan yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah Zirman, dkk (2010)  
 
2. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis 
 
2.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 
 
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan   
pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 
seseorang/ badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang 
memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 
pertanggungjawaban. Semua Instansi Pemerintah,  Badan  dan  Lembaga 
Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus 
memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang 
diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi 
yang bersangkutan. LAN RI dan BPKP (2003).  
 
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi perusahaan, pengendalian 
harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai dengan 
rencana.Variabel ini dinyatakan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 
dalam penelitian Abdullah (2004) dan Herawaty (2011), akan tetapi tidak 
berpengaruh dalam Anjarwati (2012). Hasil penelitian Cefrida, dkk (2014) 
memperlihatkan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap variabel 
akuntabilitas kinerja menunjukkan memiliki pengaruh Pengendalian akuntansi 
memiliki pengaruh negatif.  
 
2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran 
 
Anggaran yang biasa disebut Busniess Budget (anggaran perusahaan) atau 
budget (anggaran) yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi 
seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan (unit moneter), dan 
berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Munandar (2007).  
Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran 
ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat 
dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran 
anggaran tersebut. Suharono dan Solichin (2006). Pengelolaan keuangan 
pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari 
anggaran pemerintah daerah.  
Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran 
ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat  
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dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran 
anggaran tersebut. Suharono dan Solichin (2006).  
 
Variabel ini berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dalam penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Abdullah (2004) dan Herawaty (2011) akan 
tetapi tidak berpengaruh dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Haspiarti (2012). Hasil penelitian Cefrida, dkk (2014) memperlihatkan variabel 
Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas 
kinerja menunjukkan  bahwa Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh 
positif.  
 
2.3 Pengendalian Akuntansi 
 
Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana 
tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanan kegiatan. Mulyadi 
(2008). Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi perusahaan, 
pengendalian harus dikembangkan sehingga  dapat   diambil   keputusan yang 
sesuai dengan rencana. Dalam perusahaan atau organisasi kecil, manajer atau 
pemilik dapat mengamati dan mengendalikan sendiri semua operasinya. 
Baginya adalah mudah untuk mengamati usaha produksi dari setiap pegawai 
dan juga tingkat persediaan bahan baku dan barang dalam proses. Pengendalian 
dan laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana 
yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan 
penyimpangan atau trends yang tidak memuaskan. Penggunaan struktur 
akuntansi memungkinkan diadakannya pengendalian biaya dan perbandingan 
biaya-biaya tersebut dengan rencana tindakan yang ditetapkan sebelumnya. 
Melalui pengukuran prestasi kerja (performance) dengan penggunaan catatan 
dan laporan-laporan akuntansi dan statistik, manajemen dapat memberikan 
petunjuk yang sesuai dan mengarahakan kegiatan perusahaan. 
 
2.4 Penerapan Akuntansi Sektor Publik 
 
Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme dan analisis akuntansi yang 
diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi 
negara dan departemen-departmen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, 
BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek  kerjasama  
sektor publik dan swasta. Bastian (2006). Adapun tujuan Akuntansi Sektor 
Publik yaitu: 
1. Management Control, tujuannya untuk memberikan informasi yang 
dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien 
serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya yang 
dipercayakan/ dianggarkan untuk sebuah organisasi. 
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2. Accountability, tujuan ini hampir sama dengan management control yaitu 
memberikan informasi yang berguna untuk manager sektor publik yang 
digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab sumber daya/ 
bidang/ divisi yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk 
melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta 
penggunaan dana/ anggaran publik. 
 
Kehadiran akuntansi sektor publik memang sangat penting dalam pembuatan 
laporan yang terkait dengan transaksi dan kegiatan keuangan pada lingkup 
pemerintahan. Peranannya yang penting ini juga tercantum dan didukung dasar 
hukum yang jelas seperti UUD 1945 amandeman IV yang menjelaskan 
keuangan negara, UU nomor 5 tahun 1974  pasal 64 (Fungsi APBD), dan 
lainnya. 
 
Variabel ini terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dalam 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pamungkas (2012), dan Santoso 
(2008) namun tidak berpengaruh dalam penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh Riantriano (2011). Hasil penelitian Cefrida, dkk (2014) yang 
memperlihatkan variabel penerapan akuntansi sektor publik  memiliki 
pengaruh negatif. 
 
2.5 Ketaatan Pada Peraturan Perundangan 
 
Sistem hukum yang berlaku disuatu negara tergantung pada sistem yang 
dianutnya, apakah negara yang bersangkutan  menganut  Civil   Law atau 
Common Law. Dengan civil law maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada 
peraturan perundangan, termasuk  didalamnya aturan–aturan terkait dengan 
akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki 
kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, common law 
segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan   
berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan badan– badan 
pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum. 
Dalam hal pembentukan akuntansi pemerintah sesuai dengan karakteristik dan 
bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas  keuangan  negara yang  memadai, 
maka PBB (Perserikatan Bangsa - Bangsa) mengeluarkan suatu pedoman 
untuk akuntansi pemerintah (a manual for government accounting) yaitu dapat 
memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan perundangan.  
 
Ketaan pada peraturan perundangan itu sangat penting dalam akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah agar lebih teratur, tertata, dan efisien dalam 
keuangan daerah. Variabel ini telah terbukti berpengaruh terhadap 
akuntabilitas kinerja dalam penelitian Riantiarno (2011) dan Zirman (2010) 
akan tetapi tidak berpengaruh dalam Haspiarti (2012). Hasil penelitian  
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Cefrida, dkk (2014) memperlihatkan variabel Ketaatan pada peraturan 
perundangan memiliki pengaruh negatif.  
 
2.6 Sistem Pelaporan 
 
Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses 
pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat 
untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Lembaga 
pemerintah di tuntut untuk dapat mebuat laporan keuangan eksternal yang 
meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan 
realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang 
dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial. Mardiasmo (2009). 
Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau 
dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan angaran 
yang telah ditetapkan. Abdulah (2005).Sistem pelaporan berpengaruh 
terhadap akuntabilitas kinerja dalam penelitian Herawaty (2011) Abdullah 




H1: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah 
H2: Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah 
H3: Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah 
H4: Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah 
H5: Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
Populasi 
Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (field research) 
dengan menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota Bandar Lampung. 
 
Sampel 
Sasaran dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat langsung secara 
teknis dalam pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan dan  
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laporan akuntabilitas di organisasi perangkat daerah (OPD) kota bandar 
lampung. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah: 
1. Kepala Dinas /Instansi terkait dan Sekretaris Dinas/Instansi pada OPD 
Kota Bandar Lampung. 
2. Perwakilan dari dinas tersebut dengan pertimbangan bahwa mereka adalah 
pihak yang menangani bagian keuangan untuk memberikan jawaban 
sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pada masing-masing dinas yang 




Kejelasan Sasaran Anggaran 
Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran 
ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat 
dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran 
anggaran tersebut. Suharono dan Solichin (2006). Indikator kejelasan sasaran 
anggaran tercermin dalam 6 pertanyaan dan diukur dengan menggunakan 5 
skala Likert.  
 
Pengendalian Akuntansi  
Definisi Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu 
rencana  tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanan kegiatan. 
Mulyadi (2008). Indikator pengendalian akuntansi tercermin dalam 4 
pertanyaan dan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert. 
 
Penerapan Akuntansi Sektor Publik  
Penerapan Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme dan analisis akuntansi 
yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi 
negara dan departemen-departmen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, 
BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek  kerjasama  
sektor publik dan swasta (Bastian, 2006). Indikator penerapan akuntansi sektor 
publik tercermin dalam 4 pertanyaan dan diukur dengan menggunakan 5 skala 
Likert. 
 
Ketaatan Pada Peraturan.  
Dalam hal pembentukan akuntansi pemerintah sesuai dengan karakteristik dan 
bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas  keuangan  negara yang  memadai, 
maka PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan suatu pedoman untuk 
akuntansi pemerintah (a manual for government accounting) yaitu dapat 
memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan perundangan. Indikator 
penerapan akuntansi sektor publik tercermin dalam 3 pertanyaan dan diukur 
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Sistem Pelaporan 
Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan 
mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan angaran yang 
telah ditetapkan (Abdulah, 2005).  
Indikator sistem pelaporan tercermin dalam 5 pertanyaan dan diukur dengan 
menggunakan 5 skala Likert. 
 
Akuntabilitas Kinerja  
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 
seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang 
memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 
pertanggungjawaban. Indikator sistem pelaporan tercermin dalam 4 pertanyaan 
dan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert 
 
Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
bantuan Software SmartPLS. 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
 
Data dan Sampel 
Berikut data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini : 
 
 
Tabel 1 : Distribusi Kuesioner 
 
No Keterangan Jumlah 
1 Kuesioner didistribusikan 100 
2 Kuesioner tidak diisi 7 
3 Kuesioner diolah 93 
Respon Rate 93% 
     Sumber : Data diolah 
 
Uji Validitas  
Hasil pengujian validilitas terhadap item-item pertanyaan pada variabel 
akuntabilitas kinerja, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, 
penerapan akuntansi publik, ketaatan pada peraturan dan sistem pelaporan 
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Tabel 2 : Hasil Uji Validitas 
 
Hasil Uji Validitas Indikator r hitung r tabel Keterangan 
Akuntabilitas Kinerja Item 1 0,642 0,204 Valid 
Item 2 0,886 0,204 Valid 
Item 3 0,857 0,204 Valid 
Item 4 0,710 0,204 Valid 
Kejelasan Sasaran 
Anggaran 
Item 1 0,773 0,204 Valid 
Item 2 0,826 0,204 Valid 
Item 3 0,785 0,204 Valid 
Item 4 0,751 0,204 Valid 
Item 5 0,731 0,204 Valid 
Item 6 0,666 0,204 Valid 
Pengendalian 
Akuntansi 
Item 1 0,749 0,204 Valid 
Item 2 0,776 0,204 Valid 
Item 3 0,819 0,204 Valid 
Item 4 0,772 0,204 Valid 
Penerapan Akuntansi 
Publik 
Item 1 0,793 0,204 Valid 
Item 2 0,890 0,204 Valid 
Item 3 0,680 0,204 Valid 
Item 4 0,682 0,204 Valid 
Ketaatan Pada 
Peraturan 
Item 1 0,900 0,204 Valid 
Item 2 0,896 0,204 Valid 
Item 3 0,878 0,204 Valid 
Sistem Pelaporan Item 1 0,839 0,204 Valid 
Item 2 0,726 0,204 Valid 
Item 3 0,953 0,204 Valid 
Item 4 0,928 0,204 Valid 
Item 5 0,943 0,204 Valid 
Sumber : Data diolah 
 
Dari ouput yang diperoleh, seluruh item pernyataan dinyatakan valid, karena r 
hitung > r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan 




Hasil pengujian reliabilitas terhadap item-item pertanyaan pada variabel 
akuntabilitas kinerja, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, 
penerapan akuntansi publik, ketaatan pada peraturan dan sistem pelaporan 
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Tabel 3 : Hasil Uji Realibilitas 
 






1 Akuntabilitas Kinerja 0,781 0,60 Realibel 
2 Kejelasan Sasaran 
Anggaran 
0,849 0,60 Realibel 
3 Pengendalian 
Akuntansi 
0,784 0,60 Realibel 
4 Penerapan Akuntansi 
Publik 
0,764 0,60 Realibel 
5 Ketaatan Pada 
Peraturan 
0,867 0,60 Realibel 
6 Sistem Pelaporan 0,928 0,60 Realibel 
Sumber ; Data diolah 
 
Berdasarkan data hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas diketahui nilai 
Cronbach’s Alpha rata-rata diatas 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat 
ukur dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel. 
 
Analisis SEM 
Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis Partial 
Least Square (PLS) adalah sebagai berikut : 
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Hasil pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS dapat dilihat pada 
gambar 1. Nilai Outer Model Orginal Sampel atau korelasi antara konstruk 
dengan variabel secara umum sudah memenuhi Convergent Validity ( ≥ 0.5), 
Discriminant Validity (Cross  Loading ≥ Correlations), Cronbachs Alpha ( ≥ 
0.6)  dan Composite Reliability ( ≥ 0.7). Dengan menggunakan tingkat 
signifikansi 0,05 diperoleh t tabel sebesar = 1,98761 sedangkan t hitung hasil 
olah data dapat dilihat pada model diatas adalah 2,891 untuk pengaruh 
kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 
1,902 untuk pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah, dan 4,003 untuk penerapan akuntansi publik terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah. Kemudian 3,259 untuk ketaatan pada peraturan 
perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya 
2,433 untuk sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variable selain 
pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun hasi uji t ini dapat juga 
dilihat pada tabel sebagai berikut: 
 









Kejelasan Sasaran Anggaran 0,135 0,132 0,047 2,891 0,004 
Pengendalian Akuntansi 0,110 0,098 0,058 1,902 0,058 
Penerapan Akuntansi Publik 0,244 0,232 0,061 4,003 0,000 
Ketaatan Pada Peraturan 
Perundangan 
0,300 0,289 0,092 3,259 0,001 
Sistem Pelaporan 0,296 0,327 0,122 2,433 0,015 
Sumber: Data diolah 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai t statistik masing – masing variabel 
lebih besar dari dari 1,98761 untuk variabel kejelasan sasaran anggaran, 
penerapan akuntansi publik, ketaatan pada peraturan perundangan, dan system 
pelaporan. Dilihat dari nilai p value yang semuanya dibawah 0,05, maka dapat 




Pengujian hipotesis pertama  
Hasil perhitungan software SmartPls menunjukkan bahwa kejelasan sasaran 
anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 
Abdullah (2004), Herawaty (2011), Anjarwati (2012), Cefrida, dkk  yang  
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menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran 
merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik 
dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang 
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Suharono dan 
Solichin (2006). Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang 
berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Dengan 
demikian aparatur yang terlibat dalam penyusunan anggaran di pemerintahan 
daerah harus lebih cermat agar kejelasan sasaran anggaran lebih optimal. 
 
Pengujian hipotesis kedua 
Hasil perhitungan software SmartPls menunjukkan bahwa pengendalian 
akuntansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan 
Anjarwati (2012), Cefrida, dkk (2014) yang menyatakan pengendalian 
akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja. 
Menurut definisi Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah 
ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi 
pelaksanan kegiatan.  Mulyadi (2008). Meskipun pengendalian akuntansi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja organisasi perangkat 
daerah kota Bandar Lampung, namun pengendalian akuntansi mesti tetap 
dikendalikan karena pengendalian akuntansi mencakup semua aspek dari 
transaksi-transaksi keuangan seperti misalnya pembayaran kas, penerimaan 
kas, arus dana, investasi yang bijaksana dan pengamanan dana dari penggunaan 
yang tidak sah. 
 
Pengujian hipotesis ketiga 
Hasil perhitungan software SmartPls menunjukkan bahwa penerapan akuntansi 
publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Pamungkas 
(2012) dan Jannaini (2013) yang menyatakan penerapan akuntansi publik 
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Kehadiran akuntansi sektor publik 
memang sangat penting dalam pembuatan laporan yang terkait dengan 
transaksi dan kegiatan keuangan pada lingkup pemerintahan. Peranannya yang 
penting ini juga tercantum dan didukung dasar hukum yang jelas seperti UUD 
1945 amandeman IV yang menjelaskan keuangan negara, UU nomor 5 tahun 
1974  pasal 64 (Fungsi APBD), dan lainnya. Salah satu bentuk penerapan 
teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Sehingga perlu 
dilakukan pengawasan yang baik dalam penerapan akuntansi publik agar 
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Pengujian hipotesis keempat 
Hasil perhitungan software SmartPls menunjukkan bahwa ketaatan pada 
peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
temuan Zirman,dkk (2010), Riantiarno dan Azlina (2011), Pamungkas (2012) 
yang menyatakan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap 
akuntabilitas kinerja. Peraturan perundangan diciptakan untuk menjaga agar 
roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, karena itu perlu dilakukan 
pengawasan guna memastikan ketaatan terhadap peraturan yang telah dibuat 
betul-betul dilaksanakan, dan dilakukan tindakan tegas atas pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi. 
 
Pengujian hipotesis kelima 
Hasil perhitungan software SmartPls menunjukkan bahwa sistem pelaporan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Abdullah (2004), 
Herawaty (2011), dan Anjarwati (2012) yang menyatakan sistem pelaporan 
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Mardiasmo (2009), “Lembaga 
pemerintah di tuntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang 
meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan 
realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang 
dinyatakan dalam ukuran financial dan non finaancial”. Sistem pelaporan yang 
baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial 
dalam mengimplementasikan angaran yang telah ditetapkan. Abdulah (2005). 
Melalui penerapan sistem pelaporan yang baik tentu semakin dapat 
meminimalisir peluang-peluang terjadinya kecurangan, sehingga semakin 
mendukung dalam mewujudkan akuntabilitas yang diharapkan. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 
Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut : kejelasan 
sasaran anggaran, penerapan akuntansi publik, ketaatan pada peraturan 
perundangan dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) kota Bandar 
Lampung. Sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh signifikan dan 




Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas maka saran-saran yang 
semoga dapat menjadi masukan sebagai berikut: Penelitian ini menggunakan 5 
variabel independen yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu  
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penulis mengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti 
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Selain itu 
penelitian ini hanya menggunakan sampel organisasi perangkat daerah (OPD) 
di wilayah Bandar Lampung sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat 
memperluas wilayah cakupan. Sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat 
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